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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang maksimal bagi
masyarakat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan
pembangunan nasional yang per1u diwujudkan;

b. bahwa sehubungan telah terjadinya peningkatan perkembangan
wabah kasus Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan per1u dilakukan
penanganan kasus oleh tim

c. Tim penanganan Covid-19 yang terdiri dari tenaga kesehatan memiliki
risiko dalam penanggulangan kasus

d. Bahwa berclasark.an hal tersebut diatas maka per1u dibentuk Tim
verffikator Pemberian lnsentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga
Kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan

: 1. Undang-undangNomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahanlembaran 
Negara Nomor 2374); 

2. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
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